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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1.Sejarah Pemerintahan Kota Bandung

Sejak tahun 1998 Kota Bandung menetapkan tanggal 25 September sebagai  “hari jadi Kota Bandung” sebelumnya terdapat beberapa pandangan tentang hari jadi Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengidentikan hari jadi Kota Bandung dengan tanggal pembentukan Gemeente Bandung ( 1 April 1906 ). Beberapa waktu lamanya, tanggal 1 April diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung. Sementara itu dikalangan masyarakat ada anggapan bahwa jadi kota Bandung adalah 25 Mei 1810, bahkan ada pula anggapan lain, dengan kata lain, sebelum tahun 1998 pemahaman tentang hari jadi Kota Bandung masih simpang siur. Kesimpang siuran itu terjadi proses sejarah berdirinya kota tidak atau belum dipahami secara jelas. Hal itu dapat dipahami karena Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang sudah berusia tua.


Menyadari akan pentingnya pelurusan sejarah, agar tidak mewariskan sejarah yang keliru (salah) kepada generasi penerus, sejak tahun 1997 pemerintahan kota Bandung berusaha untuk mencari hari jadi kota Bandung yang benar berdasarkan pembuktian atau fakta sejarah. Usaha itu dilakukan melalui seminar (10 Maret 1997 ), seserahan ( 22 Januari 1998 ) ditindaklanjuti oleh beberapa diskusi. Diskusi difokuskan pada pembahasan tiga buah sumber tertulis yaitu surat Deandels bertanggal 25 Mei 1810, naskah sadjarah bandung dan tulisan Raden Asik Natanegara dalam Volks Almanak Soenda 1938. Kegiatan itu 
melibatkan sejumlah pakar di berbagai bidang, seperti sejarahwan, pakar pemerintahan, budayawan dan sejumlah tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, selanjutnya dibentuk tim kerja untuk menelusuri hari jadi kota Bandung yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya. Penilitian itu menghasilkan tanggal 25 September 1810 “ sebagai hari jadi kota Bandung “.

Kota Bandung tidak berdiri bersama dengan pembentukan kabupaten Bandung, kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung berdiri sekitar pertengahan abad ke 17 masehi, dengan bupati pertama Tumenggung Wiraangunagun. Ia memerintah kota Bandung yang beribu kota di Krapyakan atau Bojong asih (Dayeuh Kolot), kira – kira 11 Km kearah selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Di tempat itu pemerintah kabupaten kota Bandung berlangsung hingga awal abad ke 19. bupati yang memerintah kabupaten Bandung di krapyak berjumlah 6 orang secara turun temurun yaitu Tumenggung wiraengunangun (hingga tahun 1681), Tumenggung Ardi Kusumah (1681-1704),Tumenggung Anggadeireja I (1704-1747), Demang Natapraja bergelar Tumenggung Anggadireja II (1714-1763), Tumenggung Anggadireja III alias R.A Wiranatakusumah I (1763-1794), dan R.A Wiranatakusumah II (1794-1829). (Volks Almanak Soenda 1922 dan Encyclopaedie Van Nederlandsch-Indie 1927: 355-358). Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh R.A Winatakusunah II, atau pada akhir tahun 1799 kekuasaan kompeni di nusantara berakhir sebagai akibat VOC bangkrut. Kekuasaan di nusantara diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda yang waktu itu dikuasai oleh Prancis. Pemerintahan dinusantara dilaksanakan perwakilan kerajaan Belanda dengan nama pemerintah Hindia Belanda, dipimpin oleh seorang Gubenur jenderal. Dengan Gubernur jenderal pertama yaitu Herman willem Deandels (1808-1811). Tugas utama Deandels adalah mempertahankan pulau jawa dari kemungkinan serangan pasukan Inggris yang pada waktu itu telah menduduki India. Untuk kepentingan tugasnya itu Deandels membangun jalan raya pos (De Grote Postweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat hingga Panarukan di ujung Jawa Timur (1000 KM), pembangunan jalan itu dilakukan oleh rakyat dengan kerja rodi (kerja paksa).

Di daerah priangan jalan raya pos mulai dibangun pertengahan 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang sudah ada, di daerah kabupaten Bandung dan kabupaten Parakan Muncang ternyata daerah itu berjauhan dengan ibu kotakabupaten. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintah kolonial belanda mudah mendatangi kantor bupati. Deandels melalui suratnya tanggal 25 Mei 1810 meminta kepada kedua bupati yang bersangkutan agar memindahkan ibukota kabupaten masing-masing ke dekat jalan raya, yakni ibukota kabupaten Bandung dipindahkan ketepi sungai Cikapundung (Pusat Kota Bandung sekarang) dan Ibu kota Parakan Muncang ke Andawadak (daerah Tanjung Sari sekarang).


Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar Bupati Bandung sudah merencanakan memindahkan Ibu Kota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang di pilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang) alasan pemindahan Ibu Kota itu karena Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak disisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.


Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal Ibu Kota baru, mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang) kemudian pindah ke Balubur Hilir, agar lebih dekat ke tempat pekerjaan untuk memimpin sejumlah idiyatoya membangun “Kota”. Namun Balubur Hilir pun dirasakan masih cukup jauh dari sungai Cikapundung, maka bupati pun pindah lagi ke kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).


Tidak diketahui secara pasti, berapa lama kota Bandung dibangun tetapi kota Bandung itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati dengan kata lain Bupati R. A Wiranatakusumah II adalah pendiri kota Bandung (The Dounding Father ). Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru kabupaten dengan belsuit (Surat Keputusan ) tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukan fakta lebih akurat mengenai berdirinya kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan validaslitasnya sebagai “ Hari jadi kota Bandung “.


Tanggal hari jadi kota Bandung telah disyahkan oleh DPRD kota Bandung dalam perda ( peraturan daerah ) No. 35 Tahun 1998, dengan demikian tanggal 1 April yang beberapa tahun lamanya ( sebelum tahun 1998 ) biasa diperingati sebagai hari jadi kota Bandung, bukan lagi hari jadi kota Bandung, karena memang keliru, tanggal 1 April 1906 adalah pembentukan Gemeente Bandung ( Sekarang pemerintah kota Bandung ).


Sejak kota Bandung berdiri hingga pertengahan tahun 1864 kota Bandung hanya berfungsi sebagai ibu kota kabupaten. Kota itu sepenuhnya diperintah oleh Bupati R. A Wiranatakusumah II dan dilanjutkan oleh Bupati R. A Wiranatakusumah III ( 1829-1846 ) dan R. A Wiranatakusumah IV ( 1846-1874 ), pada masa pemerintahan R. A Wiranatakusumah IV tepatnya tanggal 7 Agustus 1846, kota Bandung juga berfungsi sebagai ibu kota Keresidenan priangan, mengantikan kota Cianjur yang rusak berat akibatnya meletusnya gunung gede. Dengan nemikian, sejak itu di kota Bandung terjadi dualisme pemerintahan, yakni barlangsung pemerintahan kabupaten ( pemerintahan tradisional ) dan pemerintahan keresidenan ( pemerintahan kolonial ), hal ini berlangsung sampai dengan kota Bandung menjadi kota berpemerintahan otonom yang disebut Gemeente ( 1 April 1906 ).


Gemeente Bandung dibentuk pada waktu kabupaten Bandung diperintah oleh Bupati ke-10 yaitu R. A. A. Martanegara ( 1893-1918 ) penganti Bupati R. A Kusumah Dilaga ( 1874-1893), dengan berdirinya pemerintaha Gemeente, maka di kota Bandung berlangsung tiga bentuk pemerintahan ( Kabupaten, Keresidenan, dan Gemeente ) dalam hal ini pemerintah Gemeente sebagai pemerintah yang bersifat otonom, lebih dominant dari kedua pemerintahan lain kota Bandung. Pengelolaan kota sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Gemeente, namun dalam prakteknya Bupati tetap turut berperan dalam kapasitas sebagaianggota dewan kota ( Gemeente Road ). 


Sejak tanggal 1 Oktober 1962 sebutan Gemeente diubah menjadi Stads Gemeente yanag hingga akhir pemerintehan Hindia Belanda, pada masa pendudukan Jepeng ( Maraet 1924-14 Agustus 1945 ) perintahan kota Bandung berubah-ubah, sebagai berikut:

· Haminte Bandung

Dari 24 April 1948-11 Maret 1950 ( Masa Negara Pasundan di bawah RIS )

· Kota Besar Bandung

Sejak 15 Agustus 1945

· Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung

Berdasarkan UU No. Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintaha di daerah hingga tahun 1998

· Pemerintahan Kota Bandung

Sejak tahun 1999-sekarang.

Berikut nama-nama Walikota Bandung dari tahun 1906 sampai sekarang:

1. E. A Maurenbrecher ( 1906-1907 )

2. R. E Krijgboom ( 1907-1908 )

3. J. A Van Derent (1908-1909 )

4. J. J Verwijk ( 1910-1912 )

5. CCB. Van Vlenter & BK Van Bijleved ( 1912-1913 )

6. B. Coops ( 1913-1920 )untuk pertama kalinya

7. S. A Ritsna ( 1902-1912 )

8. B. Coops ( 1912-1928 ) untuk yang kedua kalinya

9. IR. J. E. A Van Wolsogen Kuhr ( 1928-1934 )

10. MR. J. M Wesselink ( 1934-1936

11. N. Beets ( 1936-1942 )

12. RA. Atmadinata ( 1942-1945 ) 

13. R. Sjamsoerijal ( 1945-1946 )

14. IR. Oekar Bratakusumah (1946-1949 )

15. R. Enoch ( 1949-1956 )

16. R. Priatna A Koesoemah ( 1956-1966 )

17. R. Didi Djukardi ( 1966-1968 )

18. Hidayat Soekarma Didjaya ( 1968-1971 )

19. R. Otje Djundjunan ( 1971-1976 )

20. H. Utju Djoenadi ( 1976-1978 )

21. R. Husein Wangsa Atmaja ( 1978-1983 )

22. H. Ateng Wahyudi ( 1983-1993 )

23. Wahyu Hamidjaya (1998-2003 )

24. AA. Tarmana ( 1998-2003 )

25. Dada Rosada ( 2003- sekarang )

2.1.1 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bandung 

2.1.1.1 Visi Pemerintahan Kota Bandung

Visi kota Bandung dalam jangka waktu tahun 2004-2008 adalah Kota Bandung sebagai Kota jasa BERMARTABAT ( Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat )

1. Kota Bandung sebagai kota jasa harus bersih dari sampah, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ), penyakit masyarakat yang bertentangan dengan moral, agama dan budaya bangsa.

2. Kota Bandung sebagai kota jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya.

3. kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum, aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota.

4. Kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

2.1.1.2 Misi Pemerintahan Kota Bandung


Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan ( 2004-2008 ) maka visi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius, yang mencakup pendidikan kesehatah dan moral keagamaan.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan pertisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenaga kerjaan, kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender ( jenis kelamin )

4. Mseningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta penigkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika penigkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan kota.

5. Menigkatkan kinerja pemerintahan kota secara profesional, efektif, efisian, akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan pemerintah dan masyarakat.

6. Mengembangkan sistem keuangan kota yang mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2.1.1.3  Sejarah  Dinas Koperasi Kota Bandung 

Sejak ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiratmadja hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi selalu nampak jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia selalu menempatkan koperasi secara proporsional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koperasi ditengah-tengah masyarakat.


Perkembangan koperasi baik di kota Bandung baik secara nasional, selain didukung secara yuridis juga secara historis di kota Bandung sebelum masa kemerdekaan  telah berdiri pelopor-pelopor seperti koperasi simpan pinjam ikhitiar, koperasi simpan pinjam rukun wargi, dan koperasi simpan pinjam sumber bahagia pada awalnya merupakan “Perhimpunan Study Bank” yang berdiri sejak tanggal 26 September 1934 yang berfungsi membantu para pelajar atau mahasiswa dalam meneruskan studinya Keperguruan Tinggi. Ketiga pelopor tersebut memiliki peranan yang sangat strategis dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga telah dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.


Peranan ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya tahun 1974, yang dintaranya menetapkan  tanggal 12 juli sebagai hari koperasi dan harus diperingati setiap tahunya oleh segenap warga kopersi.


Keberhasilan pembangunan koperasi di kota Bandung sampai dengan periode tahun 1998, secara  nasional telah dianugrahkanya “Satya Bakti Kopersi” oleh Menteri Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah RI kepada Walikota Bandung Bapak Wahyu Hamidjaya, pengakuan atas keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.


Sebelum diberlakukanya undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah. Dinas koperasi memiliki nama kantor departemen koperasi. Pengusaha Kecil dan Menengah kota bandung merupakan instasi vertical dengan berlakunya studi-studi otonom daerah tersebut dan dengan penetapan peraturan daerah (Perda) kota Bandung No.5 tentang pembentukan dansusunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung tahun 2001, pada tanggal 7 Maret 2001, maka nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Koperasi Kota Bandung.


2.1.1.4. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Kota Bandung.

1. Kedudukan

Koperasi Kota Bandung sebagai mana diatur dalam Keputusan Mendagri No. KUPD 7/12/41 – 101 Tahun 1978 dan Koperasi Kota Bandung No. 5 Tahun 2001 sebagai pengganti Perda Kotamadya DT II Bandung No. Tahun 1989, berkedudukan sebagai unsur pelaksana perda Kota Bandung di Bidang Koperasi.


2. Tugas Pokok

Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi Kota yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.


3. Fungsi
a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi.

b) Melaksanakan tugas teknis operasional, bidang perencanaan, Usaha Kecil dan        Menengah.
c) Melaksanakan pelayanan teknis administratif meliputi administratif Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Koperasi Kota Bandung adalah sebagai berikut :
Visi 
“Mengembangkan Kualitas dan produktivitas koperasi dan usaha kecil menjadi pelaku ekonomi kerakyatan dengan dukungan aparatur menuju kepada ekonomi kota yang Genah,Merenah, dan Tumaninah”.

Misi 
merupakan untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan SDM yang Handal dan Religius
2. Mengembangkan Perekonomian Kota yang Adil

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang Ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati Nurani

4. Meningkatkan penataan Kota

5. Meningkatkan kinerja pemerintah Kota secara professional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan.

6. Mengembangkan system keuangan kota. 
2.1.1.5. Tujuan Dinas Koperasi Kota Bandung
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Koperasi menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota jasa, menuju Kota yang bermartabat sebagai berikut : 

1. Terwujudnya SDM yang Handal dan Religius

2. Terwujudnya Perekonomian Kota yang Adil

3. Terwujudnya Sosial Budaya Kota yang Ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati Nurani

4. Terwujudnya penataan Kota

5. Terwujudnya kinerja pemerintah Kota secara professional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan.

6. Terwujudnya system keuangan kota. 

2.1.1.6. Sasaran Dinas Koperasi Kota Bandung


Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.



Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat sfesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.



Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Koperasi Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktivitas Usaha Kecil, Menengah dan Besar di bidang perindustrian dan perdagangan.

2. meningkatkan aktivitas usaha perkoperasian.

3. meningkatkan penanaman modal/investasi.

4. meningkatkan aktivitas usaha kepariwisataan.

5. meningkatkan aktivitas penyediaan komoditas hasil-hasil pertanian yang berkualitas.
         2.2. Struktur Organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan lampiran Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001, secara garis besar susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung terdiri dari:

1. Kepala Dinas Koperasi

2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Dinas Kelembagaan, membawahi:

a. Seksi Organisasi dan Tata Usaha

b. Seksi Penaftaran dan Pemilihan

c. Seksi Data dan Informasi

4. Sub Dinas Pengembangan Koperasi, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi

b. Seksi Distribusi dan Aneka Jasa

c. Seksi Pemasaran dan Kemitraan

5. Sub Dinas Fasilitas, membawahi:

a. Seksi Penilaian Pembayaran Simpan Pinjam

b. Seksi Permodalan

c. Seksi Pengawasan KSP dan USP

6. Sub Dinas Usaha Kecil, membawahi:

a. Seksi Pengembangan Usaha PKL

b. Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro non PKL

c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

7. Cabang Dinas

8. UPTD

9. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI KOTA BANDUNG


[image: image1]
Sumber: Dinas Koperasi Kota Bandung
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung

2.3. Deskripsi Jabatan Dinas Koperasi Kota Bandung.
Dinas Koperasi Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertugas sebagai berikut:

1) Memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Koperasi dalam bidang ketatausahaan dinas, kelembagaan koperasi, fasilitas pembiayaan simpan pinjam dan usaha kecil.

2) Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

3) Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Koperasi sesuai dengan kebijaksanaan Walikota.

4) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

5) Memaraf atau menandatangani konsep naskah dinassesusi dengan bidang tugas dan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Mengkoordinasika, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi.

7) Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

8) Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja.

9) Memberikan informasi, saran dan pertimbangan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tuga Dinas Koperasi kepada Walikaota.

10) Melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Kepala Bagian Tata Usaha, bertugas:

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan rumah tangga Dinas Koperasi.

b. Mengelola dan melayani urusan surat menyurat dan kearsipan.

c. Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian.

d. Mewakili Kepala dan memimpin Dinas Koperasi apabila kepala berhalangan.

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melayani administrasi ketatausahaan kepada seluruh bidang baik internal maupun eksternal.

h. Melaporkan semua kegiatan Bagian Tata Usaha kepada Kepala Dinas Koperasi.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas:

a. Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

b. Melaksanakan penyiapan dan pengendalian Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

c. Melaksanakan Pengelolaan barang baik barang pakai habis maupun inventaris Dinas Koperasi.

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung Dinas berikut peralatannya dan perlengkapan serta kendaraan dinas.

f. Memaraf dan menandtangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaporkan semua kegiatan Sub Bagian Umum kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, bertugas:

a. Melaksanakan pengumpulan/penyusunan data pegawai, formasi DUK pegawai.

b. Melaksanakan pengurusan kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun, penghargaan dan hak-hak pegawai lainnya.

c. Melaksankan pengelolaan dan pengaturan petugas keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan Dinas.

d. Melaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan urusan kepegawaian.

h. Melaporkan semua kegiatan Sub Bagian kepegawaian kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas:

a. Melaksanakan pengumpulan bahan/data dan penyiapan rencana anggaran belanja rutin pembangunan.

b. Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin.

c. Melaksankan perbendaharaan keuangan anggaran belanja rutin.

d. Melaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan anggaran belanja rutin.

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan di lingkungan Dinas Koperasi.

h. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan kegiatan urusa keuangan.

i. Melaporkan semua kegiatan Sub Bagian kepegawaian kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi, bertugas:

a. melaksanakan penataan kelembagaan bagi koperasi.

b. Melaksanakan penyusunan, penilaian, pendaftran, perubahan, pembubaran dan pengesahan badan hokum koperasi.

c. Memberikan bimbingan penyuluhan dalam penataan kelembagaan.

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

e. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas kelembagaan Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kepala Seksi Organisasi Dan Tatalaksana, bertugas:

a. dan uraian serta hubungan kerja didalamnya.

b. Memberikan bimbingan terhadap pengelolaan administrasi pembukuan dan administrasi usaha koperasi Memberikan petunjuk teknis tentang struktur organisasi koperasi, alur perlengkapan organisasi.

c. Menghimpun, menyimpan dan melakukan evaluasi hasil bimbingan ketatalaksanaan.

d. Melaksanakan penilaian klasifikasi koperasi dan mengeluarkan surat keputusan klasifikasi sebagai bahan acuan tingkat klasifikasi yang diperoleh.

e. Melakukan herregistrasi terhadap koperasi-koperasi yang berbadan hukum untuk inventarisir mengenai kelembagaannya.

f. Memberikan petunjuk teknis pengangkatan manager dan karyawan koperasi dan menyediakan format perjanjiannya.

g. Mengatur dan mendistribusikan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi.

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

i. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Melaporkan semua kegiatan seksi organisasi dan tatalaksana kepada Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi.

k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi organisasi dan tatalaksana.

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kepala Seksi Pendaftaran Dan Penyuluhan, bertugas:

a. Mengatur dan mengurus pendaftran, perubahan, pembubaran, dan pengesahn badan hukum koperasi.

b. Menyediakan blanko/berkas syarat-syarat pendirian Badan Hukum Koperasi.

c. Melakukan penelitian dan menyusun berkas permohonan pendirian koperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Mengajukan berkas yang telah disusun dan diteliti tersebut apabila telah sesuai dengan ketentuan untuk disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI.

e. Mengatur dan mengurus perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Mempersiapkan dan menginventalisir serta membantu proses perubahan anggaran dasar koperasi.

g. Mempersiapkan rencana petunjuk pelaksanaan peraturan di bidang koperasi.

h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait swasta dalam rangka pelaksanaan pemilihan.

i. Memberikan pertimbangan saran-saran kepada koperasi dalam rangka penyelenggaraan hukum. 

j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

k. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Melaporkan semua kegiatan seksi pendaftaran dan penyuluhan kepada Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kepala Seksi Data Dan Informasi, bertugas:

a. Mengatur, mengelola data dan informasi di bidang perkoperasian.

b. Melaksakan pengumpulan data serta menyusun rencana perkoperasian mengenai kebijakan pemantapan kelembagaan.

c. Mempersiapkan penyusunan laporan perkoperasian sebagai hasil pembinaan.

d. Menyiapkan penyajian statistic dan dokumentasi data kopeasi mengenai jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah simpanan, model sendiri, usaha koperasi, pengurus, volume usaha, modal luar, manager dan karyawan.

e. Menghimpun dan memelihara statistik dan dokumentasi data perkoperasian.

f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

g. Melaksakan penyusunan rencana program pembinaan dan pembangunan perkoperasian.

h. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Melaporkan semua kegiatan Seksi Data dan Informasi kepada Kepala Sub Dinas Kelembagaan Koperasi.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi, bertugas:

a. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang produksi.

b. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang konsumsi.

c. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang aneka jasa.

d. Memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang pemasaran dan kemitraan.

e. Menganalisa dan menilai data teknis uasaha koperasi di bidang produksi tata niaga hasil pertanian, perekonomian, perikanan, peternakan dan pariwisata hasil industri rakyat, distribusi, konsumsi, aneka jasa, pemasaran dan kemitraan.

f. Menyusun rencana program bimbingan teknis serta pengembangan ussaha koperasi di bidang produksi dan ata niaga hasil pertanian, hasil industri rakyat, distribusi, konsumsi, aneka jasa, pemasaran dan kemitraan.

g. Melakukan pengaturan dan bimbingan teknis serta pengembangan usaha koperasi di bidang pengadaan dan pemasaran pangan dan non pangan dalam negeri yang dilakukan oleh koperasi serta mengikuti pelaksanaannya.

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

i. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Melaporkan semua kegiatan Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi Dan Konsumsi, bertugas:

a. Mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasikan data teknis usaha koperasi di bidang produksi dan konsumsi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, hasil industri/kerajinan rakyat.

b. Mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi usaha pengembangan usaha koperasi bidang konsumsi dan produksi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, hasil industri,/kerajinan rakyat.

c. Mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang produksi dan konsumsi, tata niaga hasil pertanian, peternakan, perkebuanan, kehutanan, hasil industri/kerajinan rakyat.

d. Mempersiapkan perkembangan usaha koperasi dan memberikan bimbingan teknis dalam pengadaan pangan dalam negeri yang dilakukan oleh koperasi.

e.  Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaporkan semua kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Konsumsi kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Kepala Seksi Distribusi Dan Aneka Jasa, bertugas:

a. Mengumpulkan, mencatat dan pengklasifikasikan data teknis koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

b. Mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan uasah koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

c. Mempersiapkan rencana dan program bimbingan teknis serta pengembangan usaha koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

d. Mempersiapkan pengembangan usaha dan memberikan bimbingan teknis pada koperasi di bidang distribusi dan aneka jasa.

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaporkan semua kegiatan Seksi Distribusi dan Aeka Jasa kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Kepala Seksi Pemasaran Dan Kemitraan, bertugas:

a. Mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasikan data teknis usaha koperasi di bidang pemasaran dan kemitraan.

b. Mempersiapkan bahan-bahan dan memberikan bimbingan teknis bagi pengembangan usaha koperasi di bidang pemasaran dan kemitraan.

c. Mempersiapkan, melaksanakan kegiatan bimbingan usaha antara koperasi dengan badan usaha lain dan instansi terkait.

d. Menyelenggarakan pelatihan rencana usaha bagi koperasi.

e. Melaksanakan tuna usaha dan promosi.

f. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi koperasi.

g. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

h. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Melaporkan semua kegiatan Seksi Pemasaran dan Kemitraan kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Usaha Koperasi.

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, bertugas:

a. Mengumpulkan dan mengelola data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

b. Melaksanakan dan menjabarkan kebijaksanaan teknis laporan simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

c. Menyiapkan bahan-bahan teknis dibidang simpan pinjam.

d. Menyiapkan bahan-bahan penilaian simpan pinjam.

e. Menyiapkan bahan-bahan penilaian teknis simpan pinjam.

f. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, pembinaan, peningkatan permodalan simpan pinjam.

g. Menyiapkan bahan-bahan untuk fasilitas dan penyaluran bantuan permodalan melalui perbankan, BUMN/BUMS dan Lembaga Keuangan lainnya untuk simpan pinjam.

h. Menyiapkan bahan-bahan pengawasan dana permodalan atas administrasi pembukuanuntuk simpan pinjam.

i. Menyiapkan bahan-bahan pengawasan dan pengawasan atas pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi atas modal simpan pinjam.

j. Menyiapkan bahan fasilitasi jaringan usaha simpan pinjam.

k. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan laporan atas kelembagaan, manajemen, usaha data administrasi pengelolaan usaha simpan pinjam.

l. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan laporan keuangan hasil pengawasan dan permintaan simpan pinjam.

m. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

n. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

o. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam kepada Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya. 
p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan Dan Simpan Pinjam, bertugas:

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

b. Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

c. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang simpan pinjam.

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi usaha, manajemen, kelembagaan dan administrasi pengelolaan simpan pinjam.

e. Melaksanakan penilaian koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

f. Menyelenggarakan pelatihan teknis simpan pinjam.

g. Memfasilitasi jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

i. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam. 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Kepala Seksi Permodalan, bertugas:

a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

b. Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan peningkatan permodalan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

d. Memfasilitasi jaringan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi melalui perbankan, BUMN/BUMS dan Lembaga Keuangan lainnya.

e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

f. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Permodalan kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam, bertugas:

a. Melakukan pengawasan atas pengurusa administrasi pembukuan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

b. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan asas dan sendi dasar koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

c. Menghimpun dan mengevaluasi hasil pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

e. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam kepada Kepala Sub Dinas Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Kepala Sub Dinas Usaha Kecil, bertugas:

a. Menyusun rencana program dibidang fasilitasi pembiayaan, memantapkan kelembagaan, usaha kecil penyuluhan, sitem distribusi, mengembangkan industri rumah tangga, pemasaran dan teknologi bagi usaha kecil.

b. Menyelenggarakan serta menyusun rencana dan menjabarkan kebijakan teknis dan memberikan bimbingan terhadap usaha kecil.

c. Melaksanakan pembinaan serta fasilitasi pembiayaan kepada usaha kecil.

d. Melaksanakan serta meningkatkan akses pemasaran bagi usaha kecil.

e. Melaksanakan serta meningkatkan akses permodalan ke perbankan, lembaga keuangan non bank maupun BUMN.

f. Melaksanakan dan mengembangkan kerjasama usaha antar usaha dengan badan usaha lainnya.

g. Melaksanakan penataan dan bimbingan kepada pedagang kaki lima (PKL).

h. Melaksanakan penataan, pengembangan dan bimbingan kepada usaha kecil sector informal non PKL.

i. Mengembangkan kewirausahaan bagi usaha kecil.

j. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

k. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Melaporkan semua kegiatan Kepala Sub Dinas Usaha Kecil kepada Kepala Dinas Koperasi.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima, bertugas:

a. Melaksanakan bimbingan teknis administrasi keuangan.

b. Melaksanakan peningkatan akses permodalan.

c. Melaksanakan peningkatan akses pemasaran.

d. Melaksanakan pengembangan pos ekonomi rskyat.

e. Melaksanakan pengembangan usaha kecil melalui inkubator bisnis.

f. Melaksanakan studi banding.

g. Melaksanakan pelatihan PKL.

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

i. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

j. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Melaporkan semua kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil. 

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kecil Mikro Non Pedagang Kaki Lima, bertugas:

a. Melaksanakan temu usaha antar PKL dengan usaha non PKL dan badan usaha lainnya.

b. Melaksanakan magang.

c. Melaksanakan peningkatan atas permodalan.

d. Melaksanakan peningkatan akses permodalan.

e. Mengembangkan industri rumah tangga.

f. Melaksanakan peraturan dan bimbingan kelembagaan usaha kecil mikro dan pedaganga kaki lima.

g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.

h. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

i. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Melaporkan semua kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Mikro Non PKL kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil. 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan, bertugas:

a. Melaksanakan penyiapan system perangkat lunak dan pengembangan kewirausahaan.

b. Melaksanakan dan mendistribusikan sarana belajar mandiri.

c. Melaksanakan pengembangan akses pasar dan peningkatan pangsa pasar.

d. Melaksanakan temu usaha dan promosi.

e. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi usaha kecil dan PKL. 

f. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

g. Memaraf dan menandatangani naskah Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Melaporkan semua kegiatan Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan kepada Kepala Sub Dinas Usaha Kecil. 

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4 Aspek Kegiatan

Kegiatan usaha dinas koperasi kota Bandung meliputi sebagian kewenangan didaerah bidang koperasi Usaha kecil Menengah dan melaksanakan tugas pokok sebagaimana termaksud dalam keputusan menteri dalam negeri No. 23 Tahun 1989 tanggal 29 Mei sebagai penganti keputusan Mendagri No. KPUD 7/12/41101 Tahun 1978 dan Perda Kota Bandung Tahun 2001 sebagai Perda Kotamadya DT II Bandung No. 11 Tahun 1989. Dengan program-program adalah sebagai berikut :

a) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
b) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

c) Program Peningkatan Investasi.

d) Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

e) Program Pembinaan Usaha Kecil.

f) Program Pengembangan Perdagangan dan system distribusi.

g) Program Peningkatan Agro Bisnis.
h) Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga serta Program Rehabilitasi dan Partisipasi.
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SEKSI PENGEMBANGAN


USAHA KECIL, MIKRO NON PKL





SEKSI PENGEMBANGAN


KEWIRAUSAHAAN








                                                                                    SEKSI PERMODALAN








BAGIAN    TATA USAHA





KEPALA DINAS
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